PENJELASAN/KETERANGAN
RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
TENTANG 
PEDOMAN PENYUSUNAN TATA TERTIB PADA 

SATUAN PENDIDIKAN FORMAL
1. LATAR BELAKANG.
Tata tertib sekolah merupakan instrumen penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang tertib, aman, dan kondusif. Sebagai seperangkat aturan internal yang mengatur perilaku warga sekolah, tata tertib berperan dalam menanamkan nilai-nilai kedisiplinan, tanggung jawab, serta pembentukan karakter peserta didik.
Seperti kita tau bahwa murid yang ada saat ini, sebagian besar berasal dari generasi Z akhir dan generasi Alpha, menunjukkan karakter yang sangat berbeda dibandingkan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di era digital, sehingga sangat akrab dengan teknologi dan terbiasa mengakses informasi secara cepat melalui internet dan media sosial. Hal ini menjadikan mereka lebih kritis, terbuka, dan tidak segan mempertanyakan aturan atau informasi yang dianggap tidak logis atau kurang relevan. Di sisi lain, mereka cenderung menyukai hal-hal yang instan, praktis, dan visual, sehingga pembelajaran yang konvensional dan monoton seringkali tidak menarik bagi mereka. Peserta didik masa kini juga lebih ekspresif dalam menyampaikan pendapat dan perasaan, serta memiliki kesadaran yang tinggi terhadap isu-isu sosial seperti kesehatan mental, keberagaman, dan lingkungan. Namun, mereka juga menunjukkan sensitivitas emosional yang tinggi dan memerlukan pendekatan yang empatik serta suportif dari guru dan lingkungan sekolah. Pola asuh yang lebih permisif dan budaya global yang terbuka membuat mereka lebih mandiri, tetapi juga lebih rentan terhadap tekanan sosial dan kecemasan. Oleh karena itu, pengelolaan pendidikan dan tata tertib sekolah perlu disesuaikan dengan karakter ini, agar lebih partisipatif, komunikatif, dan mendidik secara positif, bukan sekadar menekankan aspek larangan atau hukuman.
Terkait dengan hal tersebut dalam praktiknya, masih ditemukan berbagai permasalahan terkait penyusunan dan pelaksanaan tata tertib sekolah. Di beberapa sekolah, tata tertib disusun secara sepihak tanpa melibatkan pemangku kepentingan secara memadai, sehingga berpotensi menimbulkan resistensi dan pelanggaran. Selain itu, beberapa aturan yang dibuat terbukti tidak sejalan dengan prinsip-prinsip perlindungan anak, kesetaraan gender, inklusivitas, serta hak asasi manusia. Bahkan, tidak jarang tata tertib digunakan sebagai dasar pembenaran tindakan kekerasan atau penghukuman yang tidak edukatif terhadap peserta didik.

Masalah yang sering timbul misalnya berkaitan dengan seragam sekolah. Seragam sekolah pada dasarnya bertujuan untuk menumbuhkan rasa kebersamaan, kesetaraan, serta identitas diri sebagai bagian dari lingkungan sekolah. Namun dalam praktiknya, penggunaan seragam sekolah juga memunculkan berbagai permasalahan, terutama yang berkaitan dengan aspek sosial, ekonomi, dan budaya. Salah satu isu utama adalah adanya perbedaan kemampuan ekonomi orang tua murid yang berdampak pada kesulitan dalam membeli seragam, apalagi jika sekolah mewajibkan banyak jenis seragam dengan atribut tertentu yang mahal atau sulit ditemukan. Selain itu, beberapa aturan terkait model atau cara berpakaian sering kali dianggap kaku dan tidak mempertimbangkan keberagaman budaya, gender, maupun kenyamanan siswa. Di sisi lain, penegakan disiplin terkait seragam kadang dilakukan secara berlebihan, hingga menjadikan siswa dipermalukan atau diberi hukuman yang tidak edukatif. Masalah ini menunjukkan bahwa kebijakan seragam sekolah perlu ditinjau secara bijak dan manusiawi, dengan tetap menjaga tujuan utamanya, tetapi juga memberi ruang pada nilai-nilai keadilan, inklusivitas, dan empati terhadap kondisi siswa. Oleh karena itu, tata tertib sekolah yang mengatur seragam sebaiknya bersifat fleksibel, proporsional, dan disusun melalui dialog dengan berbagai pihak, agar tidak menjadi sumber ketimpangan atau ketidaknyamanan di lingkungan pendidikan.

Selanjutnya masalah penggunaan gadget oleh murid sekolah dimana saat ini menjadi fenomena yang tidak terhindarkan seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Di satu sisi, gadget dapat menjadi alat bantu belajar yang sangat efektif, memungkinkan siswa mengakses berbagai sumber belajar secara cepat, mengikuti kelas daring, dan mengembangkan literasi digital. Namun, di sisi lain, penggunaan gadget yang tidak terkontrol menimbulkan berbagai permasalahan serius di lingkungan sekolah. Banyak peserta didik yang menjadi kecanduan bermain game, mengakses media sosial secara berlebihan, hingga terpapar konten yang tidak sesuai usia. Hal ini berdampak pada menurunnya konsentrasi belajar, gangguan dalam interaksi sosial, hingga memburuknya prestasi akademik dan kesehatan mental. Tidak jarang pula gadget menjadi alat untuk melakukan perundungan siber (cyberbullying) atau menyebarkan konten negatif di antara sesama siswa. Situasi ini menuntut sekolah untuk memiliki aturan yang jelas dan bijak dalam mengatur penggunaan gadget, bukan dengan melarang secara mutlak, tetapi dengan mengarahkan penggunaannya untuk tujuan edukatif, disertai pengawasan dan pendampingan yang tepat dari guru dan orang tua. Dengan demikian, gadget dapat menjadi alat pendukung pembelajaran yang produktif, bukan sumber gangguan atau masalah.

Yang menjadi pembahasan yang dalam dalam peraturan Wali Kota ini berkaitan dengan penggunaan kendaraan bermotor. Penggunaan kendaraan bermotor oleh peserta didik di jenjang SD dan SMP menimbulkan berbagai permasalahan yang perlu menjadi perhatian bersama. Pada tingkat ini, mayoritas siswa masih berusia di bawah 17 tahun, sehingga secara hukum belum diperbolehkan mengendarai kendaraan bermotor, apalagi sepeda motor yang memerlukan Surat Izin Mengemudi (SIM). Namun, dalam kenyataannya, terdapat beberapa siswa SMP yang sudah menggunakan sepeda motor untuk ke sekolah, yang berisiko tinggi terhadap keselamatan diri sendiri maupun pengguna jalan lain. Selain itu, kendaraan bermotor yang banyak masuk ke lingkungan sekolah sering menimbulkan kemacetan, masalah parkir, dan potensi kecelakaan di area sekolah yang seharusnya aman dan nyaman bagi anak-anak. Untuk siswa SD, penggunaan kendaraan bermotor biasanya terbatas pada diantar jemput oleh orang tua, tetapi pola ini juga menimbulkan tantangan terkait pengaturan lalu lintas di sekitar sekolah yang kerap padat dan rawan kecelakaan. Oleh karena itu, perlu adanya pengaturan yang ketat dan edukasi bagi siswa, orang tua, serta masyarakat sekitar terkait penggunaan kendaraan bermotor agar tidak mengganggu ketertiban dan keselamatan di lingkungan sekolah. Sekolah bersama pemerintah dan aparat terkait harus berkolaborasi untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan tertib, dengan melarang penggunaan kendaraan bermotor oleh siswa SD dan SMP serta mengatur arus lalu lintas di sekitar sekolah secara efektif.

Untuk itu pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam menjamin terlaksananya layanan pendidikan yang manusiawi, adil, dan bermutu. Oleh karena itu, perlu disusun suatu Peraturan Wali Kota yang memberikan pedoman resmi bagi satuan pendidikan dalam menyusun tata tertib sekolah. Pedoman ini bertujuan untuk menjamin bahwa setiap tata tertib yang diberlakukan:

1. disusun secara partisipatif dan demokratis,

2. menjunjung tinggi nilai-nilai pendidikan dan perlindungan anak,

3. mengedepankan pendekatan disiplin positif,

4. sesuai dengan norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan adanya Peraturan Wali Kota ini, diharapkan seluruh sekolah di wilayah kota dapat menyusun tata tertib yang lebih adil, transparan, dan efektif dalam mendukung tumbuh kembang peserta didik secara optimal. 

2. IDENTIFIKASI MASALAH.
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, terdapat permasalahan yang dapat diidentifikasi untuk kebutuhan penyusunan Peraturan Walikota Yogyakarta tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Pada Satuan Pendidikan Formal yaitu: 
a. Bagaimana tata cara penyusunan tata tertib sekolah?
b. Apa saja isi dari tata tertib sekolah?

c. Bagaimana mekanisme penyusunan tata tertib sekolah?

d. Bagaimana mekanisme pembinaan dan pengawasan tata tertib sekolah?

e. Bagaimana mekanisme pemberian konsekuensi dalam tata tertib sekolah? 
3. MAKSUD DAN TUJUAN.
Maksud disusunnya Peraturan Walikota ini untuk memberikan pedoman bagi Sekolah di Kota Yogyakarta.

Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini sebagai berikut:

a. memberikan panduan bagi Sekolah di Kota Yogyakarta dalam menyusun tata tertib sekolah 
b. memberikan perlindungan bagi Sekolah di Kota Yogyakarta terkait dengan kebijakan penyusunan aturan mengenai tata tertib sekolah; dan

c. memberikan rasa aman dan nyaman bagi Sekolah di Kota Yogyakarta dalam melaksanakan tugasnya.

4. SASARAN YANG DIWUJUDKAN
Sasaran yang akan diwujudkan dari disusunnya Peraturan Walikota ini adalah semua pihak yang terlibat dalam Penyelengaraan Pendidikan di Sekolah dalam lingkup wilayah Kota Yogyakarta baik Sekolah, Orang Tua/Wali Murid, Komite Sekolah dan Masyarakat.
5. POKOK PIKIRAN, RUANG LINGKUP ATAU OBYEK YANG AKAN DIATUR
Pokok pikiran, ruang lingkup atau obyek yang diatur dalam penyusunan Peraturan Walikota ini adalah mengatur tentang:

a. Tata Tertib;
b. Mekanisme Penyusunan Tata Tertib Satuan Pendidikan Formal;
c. Pembinaan dan Pengawasan Tata Tertib Sekolah; dan
d. Pedoman Pemberian Konsekuensi.
6. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN
Jangkauan Peraturan Wali Kota ini menjangkau seluruh satuan pendidikan formal jenjang pendidikan dasar dan menengah (TK, SD/MI, SMP/MTs) yang berada di bawah kewenangan Pemerintah Kota Yogyakarta. Peraturan ini mengatur tentang prinsip, mekanisme, dan komponen yang wajib dimuat dalam tata tertib sekolah, serta mekanisme evaluasi dan pengawasan pelaksanaannya. Sedangkan arah pengaturan Peraturan Walikota ini adalah untuk menyediakan pedoman yang seragam dan kontekstual dalam penyusunan tata tertib sekolah, agar sejalan dengan nilai-nilai pendidikan, HAM, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; mendorong partisipasi semua pemangku kepentingan (guru, siswa, orang tua, komite sekolah) dalam proses penyusunan tata tertib agar memiliki legitimasi dan keterterimaan sosial; menjamin perlindungan hak peserta didik, termasuk menghindari praktik perundungan, diskriminasi, dan kekerasan dalam bentuk apa pun melalui aturan sekolah yang adil dan edukatif; menumbuhkan budaya disiplin positif di lingkungan sekolah yang mendukung pembentukan karakter siswa; dan mewujudkan lingkungan sekolah yang aman, inklusif, dan kondusif untuk proses belajar-mengajar.
Demikian keterangan/penjelasan kami susun sebagai bahan untuk harmonisasi pembahasan Rancangan Peraturan Walikota ini ke Kementerian Hukum Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.
